
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Beranda
				
			
	
				
					

					Sembarang
				
			


		
				
					

					Masuk log
				
			


		
				
					

					Pengaturan
				
			


		
				
					

					Menyumbang
				
			


		
				
					
					Tentang Wikisumber
				
			
	
				
					
					Penyangkalan
				
			





					
				
				
					
						[image: Wikisumber]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Cari
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Halaman:Perpu 1 2014.pdf/5

					

				

				
		
				
				    
Bahasa
				
		
	
				
				    
Pantau
				
		
	
				
				    
Sunting
				
		




				

			

			
				Halaman ini telah diuji baca


	
	
	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi atau sebutan lainnya
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota
atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
di Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
	Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
	Hari adalah hari kerja.








BAB I

 ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN





Bagian Bagian Kesatu
 Asas

Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 2

	
	Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
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